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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata Kkelola
pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip shiddiq
dan ‘adl dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi
penelitian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan informan
dipilih secara purposive berdasarkan Kketerlibatan dan
pengetahuan mereka dalam proses pengelolaan keuangan.
Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian
data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengelolaan
keuangan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan. Ditinjau dari prinsip shiddiq, pengelolaan
keuangan menekankan Kkejujuran, kebenaran informasi,
integritas, dan keterbukaan dalam pencatatan serta
pertanggungjawaban Kkeuangan. Sementara itu, prinsip ‘adl
tercermin dalam wupaya melakukan perencanaan dan
penggunaan anggaran secara proporsional berdasarkan
kebutuhan dan prioritas organisasi serta pengambilan
keputusan secara objektif. Penelitian menunjukkan bahwa
prinsip shiddiq dan ‘adl dapat menjadi landasan etis yang
melengkapi mekanisme regulatif dalam pengelolaan
keuangan sektor publik. Integrasi kedua prinsip tersebut
memperkuat orientasi tata kelola keuangan yang transparan,
akuntabel, berintegritas, adil, dan berorientasi pada
kepentingan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi
dalam memperluas penerapan perspektif ekonomi syariah
pada kajian tata kelola keuangan lembaga publik, khususnya
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

This study aims to analyze financial management governance
at the Secretariat of the General Elections Commission (KPU) of
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Banyuwangi Regency based on the principles of shiddiq and
‘adl from an Islamic economics perspective. This study employs
a descriptive qualitative approach conducted at the Secretariat
of the General Elections Commission of Banyuwangi Regency.
Data were collected through interviews, observations, and
documentation, while informants were selected purposively
based on their involvement in and knowledge of financial
management processes. Data analysis consisted of data
condensation, data presentation, and conclusion drawing and
verification. The findings indicate that financial management
governance encompasses planning, implementation,
administration, reporting, accountability, and supervision.
From the perspective of shiddiq, financial management
emphasizes honesty, accuracy of financial information,
integrity, and transparency in financial recording and
accountability. Meanwhile, the principle of ‘adl is reflected in
efforts to plan and utilize budgets proportionally based on
organizational needs and priorities, as well as in objective
financial decision-making. The findings demonstrate that the
principles of shiddiq and ‘adl can serve as ethical foundations
that complement regulatory mechanisms in public-sector
financial management. The integration of these principles
strengthens  financial =~ governance  oriented  toward
transparency, accountability, integrity, justice, and public
interest. This study contributes to expanding the application of
Islamic economic perspectives in the study of public financial
governance, particularly within the Secretariat of the General
Elections Commission of Banyuwangi Regency.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam
mewujudkan tata Kkelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan
berintegritas (Zainuri, 2018). Keuangan negara pada hakikatnya merupakan amanah
publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab karena penggunaannya berkaitan
langsung dengan pemenuhan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola
keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target anggaran, tetapi juga
mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan,
dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta menjunjung tinggi nilai integritas. Dalam konteks tersebut, kualitas tata
kelola keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan
publik terhadap lembaga pemerintahan (Duinkerken et al., 2023).

Urgensi pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel juga menjadi perhatian
dalam penyelenggaraan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang
memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Novitasari et al,,
2019). Pengelolaan anggaran pada lingkungan KPU harus mampu menjamin bahwa
sumber daya negara digunakan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, tujuan program,
serta kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Komitmen tersebut terlihat dari capaian KPU
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yang memperoleh kategori “Sangat Baik” dalam evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun
Anggaran 2024. Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan
anggaran serta menekankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran.

Pada tingkat operasional, tuntutan terhadap tata kelola keuangan semakin
penting karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan satuan kerja yang
secara langsung melaksanakan berbagai kegiatan administratif dan operasional
kepemiluan (Pujiani, 2022). KPU telah memperkuat kerangka pengelolaan keuangan
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pedoman tersebut menjadi landasan teknis
dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU,
termasuk pada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tata Kkelola
pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi tidak hanya
berkaitan dengan kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga dengan kemampuan
memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, substantif, dan etis.

Penguatan pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan
keuangan KPU. KPU secara kelembagaan terus mendorong peningkatan kualitas
pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) (Mudhofar, 2022). Upaya tersebut diarahkan untuk
memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara profesional, akuntabel, dan
berintegritas. Pada tingkat satuan kerja, pengelolaan keuangan juga mencakup
penyusunan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, penatausahaan aset, serta
berbagai bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun sesuai standar dan ketentuan
yang berlaku. Praktik tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan merupakan
proses yang kompleks dan membutuhkan integritas aparatur, ketepatan administrasi,
pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi (Utomo et al., 2018).

Meskipun demikian, pendekatan terhadap tata kelola keuangan publik selama ini
lebih banyak ditempatkan dalam kerangka administratif dan regulatif. Pendekatan
tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan dimensi moral yang melekat
pada pengelolaan dana publik. Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas ekonomi dan
pengelolaan sumber daya tidak dapat dipisahkan dari nilai etika. Keuangan tidak
semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi, tetapi juga sebagai
amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab,
dan kemaslahatan. Kajian mengenai integrasi prinsip tata kelola dengan nilai syariah
menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dapat
diperkuat melalui internalisasi nilai shiddiq, ‘adl, amanah, dan tanggung jawab sosial
(Hifzhan Zharfan Zalmi et al., 2025).

Prinsip shiddiq memiliki relevansi yang kuat dalam pengelolaan keuangan publik
karena mengandung makna kejujuran, kebenaran, dan integritas (Handayani & Siregar,
2023). Dalam praktik pengelolaan keuangan, shiddiq dapat diwujudkan melalui
penyajian informasi keuangan yang benar, pencatatan transaksi sesuai kondisi
sebenarnya, tidak melakukan manipulasi data, serta menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara jujur dan dapat diverifikasi (Musari, K. (2016). Relevansi
nilai tersebut bahkan ditegaskan dalam konteks pengelolaan keuangan publik ketika
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sifat shiddiq perlu diterapkan oleh pengelola
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keuangan sebagai bentuk integritas, sementara amanah berkaitan dengan kredibilitas
dan tabligh dengan akuntabilitas. Dengan demikian, shiddiq dapat menjadi perspektif
etis untuk menilai apakah proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan
kejujuran dan integritas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif (Agustin &
Tarigan, 2023).

Selain shiddiq, prinsip ‘adl atau keadilan merupakan nilai fundamental dalam
ekonomi syariah yang menuntut adanya keseimbangan, kepatutan, dan perlakuan yang
proporsional dalam pengelolaan sumber daya (Meo et al., 2021). Dalam konteks tata
kelola keuangan publik, prinsip ‘adl dapat diterjemahkan ke dalam pengalokasian
anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang objektif, penggunaan sumber daya
secara proporsional, pengambilan keputusan tanpa kepentingan pribadi, serta
pemberian manfaat anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan
publik (Monalisa Siagian et al., 2024). Kajian mengenai tata kelola berbasis nilai syariah
menunjukkan bahwa prinsip keadilan menuntut distribusi sumber daya dan
kesempatan secara proporsional serta menjadi salah satu fondasi dalam membangun
kepercayaan terhadap organisasi. Oleh sebab itu, penerapan ‘adl dalam pengelolaan
keuangan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir penggunaan anggaran, tetapi juga
dengan keadilan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban anggaran (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Penerapan prinsip shiddiq dan ‘adl menjadi semakin relevan ketika pengelolaan
keuangan ditempatkan dalam kerangka amanah publik. Anggaran yang dikelola oleh
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya bersumber dari keuangan
negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan
masyarakat (Masruroh, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi perlu
berjalan beriringan dengan integritas moral pengelola keuangan. Penelitian mengenai
pengelolaan dana dalam perspektif nilai Islam juga menunjukkan bahwa nilai shiddiq
dan ‘adl dapat digunakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan
dalam pengelolaan sumber daya. Perspektif tersebut memberikan ruang untuk melihat
pengelolaan keuangan bukan hanya dari sisi “sesuai atau tidak sesuai aturan”, tetapi
juga dari sisi “jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik”.

Dalam konteks Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, kajian mengenai tata
kelola pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip shiddiq dan ‘adl menjadi penting
karena lembaga tersebut berada pada posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi KPU di tingkat kabupaten (Tubuon et al., 2026). Sekretariat memiliki
fungsi administratif dan dukungan teknis yang membutuhkan pengelolaan sumber daya
keuangan secara tertib dan bertanggung jawab. Kompleksitas kegiatan, tuntutan
akuntabilitas anggaran, kebutuhan pertanggungjawaban administrasi, serta pentingnya
pengendalian internal menjadikan pengelolaan keuangan pada tingkat sekretariat
relevan untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian kualitatif memungkinkan
peneliti memahami praktik pengelolaan keuangan berdasarkan pengalaman dan
penjelasan para pelaksana, sekaligus mengidentifikasi bagaimana nilai kejujuran dan
keadilan diterapkan dalam praktik sehari-hari (Niar et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan nilai-nilai syariah
dalam tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan, tetapi sebagian besar penelitian
masih berfokus pada lembaga keuangan syariah, organisasi bisnis, lembaga pendidikan,
atau organisasi berbasis keagamaan. Misalnya, kajian mengenai integrasi Good
Corporate Governance dan nilai syariah menunjukkan bahwa prinsip shiddiq dan ‘adl
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dapat memperkuat kualitas pelaporan serta pertanggungjawaban moral dan etis
(Winansi, 2025). Penelitian lain mengenai pengelolaan keuangan juga menempatkan
shiddiq dan ‘adl sebagai bagian dari nilai yang dapat memperkuat transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan alokasi sumber daya. Namun, kajian yang secara khusus
mengintegrasikan prinsip shiddiq dan ‘adl dalam menganalisis tata kelola pengelolaan
keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, khususnya KPU Kabupaten
Banyuwangi, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang
penelitian yang penting untuk menghubungkan praktik tata kelola keuangan sektor
publik dengan perspektif etika ekonomi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tata
kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi berdasarkan prinsip shiddiq dan ‘adl dalam perspektif ekonomi syariah.
Penelitian ini tidak hanya melihat kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prosedur
dan regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai kejujuran, integritas,
keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab diwujudkan dalam proses pengelolaan
keuangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah pada sektor publik
sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola keuangan yang
transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik di
lingkungan KPU Kabupaten Banyuwangi.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis
1. Tata Kelola Pengelolaan Keuangan

Tata kelola pengelolaan keuangan merupakan rangkaian proses yang berkaitan
dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan
(Muhammad Angka Widjaya & Muhammad Igbal Fasa, 2025). Dalam organisasi
sektor publik, tata kelola keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan
organisasi bisnis karena orientasi utamanya bukan memperoleh keuntungan,
melainkan memastikan sumber daya publik digunakan secara efektif untuk mencapai
tujuan organisasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, tata
kelola keuangan publik harus didukung oleh transparansi, akuntabilitas, kepatuhan,
efektivitas, efisiensi, serta pengendalian internal.

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya
prosedur administratif, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang
melaksanakannya. Integritas aparatur, kepatuhan terhadap prosedur, kemampuan
melakukan pencatatan dan pelaporan, serta mekanisme pengawasan menjadi unsur
penting dalam menjamin bahwa penggunaan anggaran dapat
dipertanggungjawabkan. Penelitian Haron et al. (2023) menunjukkan bahwa
integritas dan sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dalam
membangun tata kelola yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
organisasi serta kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam konteks organisasi publik, tata kelola keuangan juga berkaitan dengan
pertanggungjawaban moral karena sumber daya yang dikelola berasal dari
masyarakat. Dengan demikian, pengelola keuangan tidak cukup hanya memenuhi
ketentuan formal, tetapi harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan
anggaran dilakukan secara benar, terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada
kepentingan publik.
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2. Tata Kelola Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung
jawab manusia dalam mengelola sumber daya yang diberikan Allah SWT (Mi’ah et al,,
2024). Pengelolaan sumber daya tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian
tujuan material, tetapi harus memperhatikan nilai moral, etika, keadilan,
kemaslahatan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pengelolaan keuangan
publik, perspektif tersebut menempatkan pengelola keuangan sebagai pihak yang
menerima amanah untuk menggunakan sumber daya secara benar dan tidak
menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan (Sofiah, S. (2018).

Kajian mengenai pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Al-Qur'an
menunjukkan bahwa konsep keuangan publik dalam Islam memiliki keterkaitan erat
dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip
tersebut memberikan landasan etis bagi pengelolaan sumber daya publik agar tidak
hanya efisien secara administratif, tetapi juga benar secara moral.

Dengan demikian, perspektif ekonomi syariah dapat digunakan sebagai
pendekatan normatif untuk mengevaluasi tata kelola pengelolaan keuangan. Apabila
tata kelola konvensional menekankan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur,
perspektif ekonomi syariah menambahkan dimensi moral berupa kejujuran, keadilan,
amanah, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan. Integrasi nilai-nilai tersebut
dapat memperkuat kualitas tata kelola karena pengelola keuangan tidak hanya
merasa bertanggung jawab kepada organisasi dan negara, tetapi juga memiliki
pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT (Fitri Nurul Aftitah et al., 2024).

Penelitian mengenai integrasi etika Islam dengan tata kelola modern
menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat memberikan kerangka akuntabilitas yang
mencakup dimensi agama, sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip keadilan, transparansi,
tanggung jawab, dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam membangun tata
kelola yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3. Prinsip Shiddiq dalam Pengelolaan Keuangan

Shiddiq berasal dari kata shaduga yang memiliki makna benar, jujur, dan dapat
dipercaya dalam menyampaikan maupun menjalankan sesuatu. Dalam perspektif
ekonomi syariah, shiddiq merupakan nilai fundamental yang menuntut seseorang
untuk bertindak sesuai dengan kebenaran serta menghindari kebohongan,
manipulasi, dan penyimpangan (Kurniawan, Z. A. K. (2025). Prinsip ini sangat relevan
dengan pengelolaan keuangan karena aktivitas keuangan berkaitan langsung dengan
pencatatan transaksi, penggunaan anggaran, penyusunan laporan, serta
pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (Rismanto, 2024).

Dalam praktik pengelolaan keuangan organisasi, prinsip shiddiq dapat
diwujudkan melalui beberapa bentuk perilaku, antara lain pencatatan transaksi
berdasarkan kondisi yang sebenarnya, penyusunan laporan keuangan secara benar,
penyampaian informasi secara terbuka, tidak melakukan manipulasi dokumen, serta
tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, shiddiq
dapat menjadi landasan etis untuk menilai integritas pengelola keuangan.

Penelitian Priyadi dan Anwar (2024) secara khusus mengkaji nilai shiddiq
dalam praktik manajemen keuangan dan akuntansi organisasi menggunakan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran merupakan
unsur penting dalam membangun transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan
serta memiliki keterkaitan dengan integritas budaya organisasi.
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Berdasarkan perspektif tersebut, penerapan shiddiq dalam pengelolaan
keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dapat diamati melalui bagaimana
pegawai melaksanakan pencatatan, pengeluaran, pelaporan, dokumentasi, dan
pertanggungjawaban keuangan. Fokusnya bukan hanya pada ada atau tidaknya
kesalahan administratif, tetapi juga pada sejauh mana kejujuran dan integritas
menjadi dasar perilaku pengelola keuangan.

4. Prinsip ‘Adl dalam Pengelolaan Keuangan

‘Adl berarti keadilan, keseimbangan, dan menempatkan sesuatu pada tempat
yang semestinya. Prinsip ‘adl merupakan salah satu nilai fundamental dalam ekonomi
syariah yang menuntut adanya perlakuan yang proporsional serta menghindari
tindakan yang merugikan pihak lain (Aslikhah et al., 2024). Dalam pengelolaan
keuangan publik, prinsip ini memiliki relevansi karena anggaran merupakan sumber
daya yang harus digunakan berdasarkan kebutuhan, prioritas, ketentuan, dan
kepentingan publik (Fatimatuzzahro, 2022).

Penerapan ‘adl dalam pengelolaan keuangan dapat diwujudkan melalui
pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan yang objektif, penggunaan dana
sesuai dengan tujuan kegiatan, pengambilan keputusan yang tidak dipengaruhi
kepentingan pribadi, serta perlakuan yang proporsional terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan. Prinsip keadilan juga menghendaki agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan maupun sumber daya untuk kepentingan tertentu
(Humaidi et al., 2025).

Kajian mengenai tata kelola Islam menunjukkan bahwa keadilan merupakan
salah satu prinsip utama yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan praktik
governance modern. Tata kelola berbasis prinsip syariah tidak hanya menekankan
efisiensi organisasi, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, tanggung
jawab sosial, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, prinsip ‘adl digunakan untuk melihat apakah pengelolaan
keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan secara
proporsional dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Prinsip tersebut dapat dikaji
melalui proses perencanaan anggaran, penentuan prioritas kegiatan, pelaksanaan
belanja, distribusi sumber daya, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

5. Hubungan Shiddiq dan ‘Adl dengan Tata Kelola Keuangan

Shiddiq dan ‘adl memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun
tata kelola pengelolaan keuangan yang berintegritas. Shiddig memberikan landasan
mengenai kebenaran dan kejujuran dalam proses, sedangkan ‘adl memberikan
landasan mengenai keadilan dan kepatutan dalam penggunaan sumber daya (Afandi,
H., Rahayu, N. W. 1., & Rokhim, A. (2024). Pengelolaan keuangan yang jujur tetapi
tidak adil belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang sesuai dengan nilai
ekonomi syariah. Sebaliknya, pengalokasian sumber daya yang adil tetapi tidak
didukung Kkejujuran dalam pencatatan dan pelaporan juga dapat menimbulkan
persoalan integritas (Moch Dzul Fahmi et al,, 2023).

Dengan demikian, kedua prinsip tersebut dapat diposisikan sebagai dua
dimensi etis yang digunakan untuk menganalisis tata kelola keuangan. Shiddiq lebih
diarahkan untuk mengidentifikasi aspek kejujuran, kebenaran informasi, integritas,
dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, ‘adl diarahkan untuk
menganalisis aspek keadilan, proporsionalitas, kepatutan, serta kesesuaian
penggunaan sumber daya dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi.
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Penelitian tentang tata kelola syariah menunjukkan bahwa transparansi dan
akuntabilitas merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat
memberikan informasi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
Kajian mengenai pengungkapan tata kelola syariah pada lembaga keuangan Islam
juga menunjukkan pentingnya transparansi sebagai bagian dari mekanisme
akuntabilitas kelembagaan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini tata kelola pengelolaan keuangan tidak
hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap mekanisme administratif, tetapi juga
sebagai praktik yang harus mencerminkan nilai moral dan etika Islam. Pendekatan
tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat kesesuaian antara praktik
pengelolaan keuangan dengan prinsip shiddiq dan ‘adl secara lebih mendalam.

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Penelitian terdahulu mengenai tata kelola syariah pada umumnya banyak
dilakukan pada lembaga keuangan Islam. Gusrianti dan Sari (2023), misalnya,
menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola syariah memiliki keterkaitan dengan
transparansi informasi pada bank Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian tersebut
memperlihatkan pentingnya mekanisme governance dalam meningkatkan keterbukaan
informasi kepada pemangku kepentingan.

Aspiranti et al. (2023) juga menunjukkan bahwa praktik pelaporan tata kelola
syariah mencakup aspek komite syariah, audit syariah, risiko syariah, serta
transparansi. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa tata kelola yang
berbasis nilai syariah membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban dan keterbukaan
yang memadai.

Sementara itu, Priyadi dan Anwar (2024) memberikan perspektif yang lebih
dekat dengan penelitian ini karena secara kualitatif mengkaji nilai shiddiq dalam praktik
manajemen keuangan dan akuntansi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai kejujuran berperan dalam membentuk transparansi, akurasi, dan integritas dalam
praktik keuangan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik
mengkaji pengelolaan keuangan pada organisasi penyelenggara pemilu, khususnya
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, menggunakan prinsip shiddiq dan ‘adl sebagai
perspektif analisis ekonomi syariah. Sebagian penelitian lebih banyak menempatkan
prinsip syariah dalam konteks lembaga keuangan, sedangkan kajian mengenai
internalisasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada
lembaga penyelenggara pemilu masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi research
gap yang mendasari pentingnya penelitian ini.

Keunikan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga ranah, yaitu
tata kelola keuangan sektor publik, praktik pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU,
dan prinsip etika ekonomi syariah berupa shiddiq dan ‘adl. Dengan demikian, penelitian
diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai
pengelolaan keuangan publik, khususnya dari sisi integritas dan keadilan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, penelitian ini memusatkan
perhatian pada dua dimensi utama, yaitu shiddiq dan ‘adl.

Dimensi shiddiq dianalisis melalui:

1. kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan keuangan;
2. kebenaran informasi dan dokumen keuangan;
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3. keterbukaan dalam penyampaian informasi;

4. integritas pengelola keuangan; dan

5. pencegahan manipulasi serta penyimpangan penggunaan anggaran.

Sementara itu, dimensi ‘adl dianalisis melalui:

keadilan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran;

kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan organisasi;

proporsionalitas dalam penggunaan sumber daya;

objektivitas dalam pengambilan keputusan keuangan; dan

pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk kepentingan organisasi
dan publik.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami secara
mendalam bagaimana tata kelola pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten
Banyuwangi dilaksanakan dan sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip
shiddiq dan ‘adl dalam perspektif ekonomi syariah. Karena penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif, fokus tersebut tidak dimaksudkan sebagai variabel yang diuji
secara statistik, melainkan sebagai kategori analisis untuk menggali pengalaman,
praktik, pemahaman, dan perilaku para pengelola keuangan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian menempatkan tata kelola pengelolaan keuangan
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi sebagai fenomena utama yang dianalisis
melalui perspektif ekonomi syariah. Tata kelola tersebut mencakup proses perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan.

Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis melalui dua prinsip utama. Pertama,
shiddiq, yang digunakan untuk melihat aspek kejujuran, kebenaran, transparansi, dan
integritas. Kedua, ‘adl, yang digunakan untuk melihat aspek keadilan, proporsionalitas,
kepatutan, dan kesesuaian penggunaan sumber daya dengan kebutuhan serta
kepentingan publik.

Dengan kerangka tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman
mengenai kesesuaian praktik tata kelola pengelolaan keuangan dengan nilai-nilai
ekonomi syariah sekaligus mengidentifikasi aspek yang telah berjalan baik maupun
aspek yang masih memerlukan penguatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif (Zaluchu, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan
untuk memahami secara mendalam praktik tata kelola pengelolaan keuangan pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi serta menganalisis
kesesuaiannya dengan prinsip shiddiq dan ‘adl dalam perspektif ekonomi syariah.
Penelitian tidak berorientasi pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik,
melainkan pada pengungkapan fenomena, proses, pemahaman, serta praktik yang
terjadi dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian dilaksanakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi penting dalam memberikan
dukungan administratif, teknis, dan pengelolaan sumber daya bagi pelaksanaan tugas
kelembagaan KPU. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pengelolaan keuangan menjadi
salah satu aspek penting yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan,
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penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kondisi tersebut
menjadikan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi relevan sebagai lokasi untuk
mengkaji tata kelola pengelolaan keuangan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.
Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive
sampling (Aveling et al,, 2015), yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan
bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara
langsung dalam proses pengelolaan keuangan. Informan penelitian terdiri atas pejabat
dan pegawai yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten
Banyuwangi. Informan utama dalam penelitian ini meliputi:
1. Kasubbag Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk memperoleh
informasi mengenai proses dan tata kelola pengelolaan keuangan serta
penerapan aspek kejujuran, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kesesuaian
penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya.
2. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk
memperoleh informasi mengenai pelaksanaan transaksi, penatausahaan,
pembayaran, pencatatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
3. Staf Pengelola Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk
memperoleh informasi mengenai praktik administrasi dan pengelolaan dokumen
keuangan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
4. Pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, untuk memperoleh informasi
mengenai praktik penggunaan anggaran serta penerapan transparansi,
akuntabilitas, kejujuran, dan keadilan dalam proses pengelolaan keuangan.
Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku sejak awal penelitian. Penentuan
jumlah informan dilakukan berdasarkan kebutuhan data dan prinsip kejenuhan
data (data saturation), yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika
informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak
ditemukan informasi baru yang signifikan.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data
sekunder (Wingdes, 2019). Data primer diperoleh secara langsung dari informan
melalui wawancara dan hasil observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari
berbagai dokumen yang berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan keuangan pada
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga
teknik utama, yaitu:
1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada informan
yang telah ditentukan. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti
memiliki pedoman pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian, namun tetap
memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan
pandangannya secara lebih luas.

Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai proses
pengelolaan keuangan, mekanisme perencanaan dan penggunaan anggaran,
pencatatan dan pelaporan keuangan, bentuk pengawasan, kendala yang dihadapi,
serta pemahaman informan mengenai nilai kejujuran dan keadilan dalam
pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.
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2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi
dan praktik pengelolaan keuangan dalam lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
Banyuwangi. Melalui observasi, peneliti mengamati proses administrasi, mekanisme
koordinasi, pelaksanaan prosedur, serta aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan.

Observasi juga digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh
melalui wawancara dengan kondisi dan praktik yang ditemukan di lapangan. Dengan
demikian, data yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada penjelasan informan,
tetapi juga didukung oleh hasil pengamatan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil
wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat berupa
dokumen perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi
anggaran, dokumen pertanggungjawaban, prosedur operasional, laporan kegiatan,
serta dokumen lain yang relevan dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Penggunaan dokumen bertujuan untuk memperoleh bukti pendukung
mengenai praktik tata kelola pengelolaan keuangan sekaligus melakukan pengecekan
terhadap informasi yang diperoleh dari para informan.

Fokus dan Indikator Analisis

Analisis penelitian berfokus pada praktik tata kelola pengelolaan keuangan
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi yang dianalisis berdasarkan dua prinsip utama
dalam perspektif ekonomi syariah, yaitu shiddiq dan ‘adl.
Prinsip shiddiq digunakan untuk menganalisis aspek:
kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan keuangan;
kesesuaian informasi keuangan dengan kondisi yang sebenarnya;
keterbukaan dalam penyampaian informasi dan pertanggungjawaban;
integritas pegawai atau pengelola keuangan; dan
upaya pencegahan manipulasi dan penyimpangan penggunaan anggaran.
Sementara itu, prinsip ‘adl digunakan untuk menganalisis:
keadilan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran;
kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan dan prioritas organisasi;
proporsionalitas dalam penggunaan sumber daya;
objektivitas dalam pengambilan keputusan terkait keuangan; dan
kepatutan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran bagi kepentingan
organisasi dan publik.
Indikator tersebut digunakan sebagai kategori analisis, bukan sebagai variabel
kuantitatif yang diukur secara statistik. Kategori tersebut berfungsi untuk membantu
peneliti dalam mengorganisasi, menginterpretasikan, dan memahami data yang
diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data
berlangsung. Penelitian ini menggunakan tahapan analisis data yang meliputi

kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Apriliawati,
2020).
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Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan
perhatian, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus
penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian
dikelompokkan berdasarkan tema tata kelola keuangan serta kategori prinsip shiddiq
dan ‘adl.

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah dikategorikan disusun
dalam bentuk uraian naratif dan matriks analisis untuk memudahkan peneliti dalam
melihat pola, hubungan, kesesuaian, maupun perbedaan antara praktik pengelolaan
keuangan dengan prinsip ekonomi syariah yang digunakan sebagai perspektif analisis.

Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini,
peneliti menginterpretasikan temuan penelitian untuk memperoleh pemahaman
mengenai bagaimana tata kelola pengelolaan keuangan dilaksanakan dan sejauh mana
praktik tersebut mencerminkan prinsip shiddiq dan ‘adl. Kesimpulan yang diperoleh
terus diverifikasi dengan data lapangan agar interpretasi penelitian memiliki dasar
empiris yang memadai.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber
dan triangulasi teknik (Wingdes, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang memiliki posisi dan
keterlibatan berbeda dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, triangulasi teknik
dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi.

Selain itu, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap informasi penting
kepada informan apabila diperlukan serta membandingkan hasil wawancara dengan
dokumen dan kondisi yang ditemukan selama proses penelitian. Langkah tersebut
dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian.

Alur Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap
pertama adalah penetapan fokus penelitian dan identifikasi informan. Tahap kedua
adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap
ketiga adalah proses kondensasi dan pengelompokan data berdasarkan aspek tata kelola
keuangan, prinsip shiddiq, dan prinsip ‘adl. Tahap keempat adalah penyajian dan
interpretasi data untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik pengelolaan keuangan
dengan perspektif ekonomi syariah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan
penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai praktik tata kelola pengelolaan keuangan pada
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi serta mengungkap bagaimana nilai shiddiq dan
‘adl diwujudkan dalam proses pengelolaan keuangan. Pendekatan ini juga
memungkinkan identifikasi terhadap praktik yang telah mencerminkan nilai ekonomi
syariah maupun aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan dalam rangka
mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih berintegritas, adil, transparan, dan
akuntabel.

Hasil dan Pembahasan
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1. Gambaran Umum Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Sekretariat KPU
Kabupaten Banyuwangi

Tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi
administrasi dan dukungan teknis terhadap penyelenggaraan tugas KPU di tingkat
kabupaten. Pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan
anggaran, tetapi mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pengawasan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU
Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang
melibatkan beberapa pihak sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.
Pemisahan fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan pengendalian
internal karena proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pembayaran, pencatatan,
dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya dilakukan oleh satu pihak.

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran menuntut adanya koordinasi antara
pimpinan, pejabat pengelola anggaran, bendahara, serta staf administrasi. Koordinasi
tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memiliki
dasar perencanaan dan anggaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak dapat
dilepaskan dari ketelitian administrasi. Setiap pelaksanaan kegiatan membutuhkan
dokumen pendukung sebagai dasar pertanggungjawaban. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa aspek dokumentasi memiliki posisi penting dalam membangun
akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan pada Sekretariat
KPU Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya telah ditempatkan dalam kerangka
pengelolaan keuangan organisasi publik yang menekankan kepatuhan terhadap
prosedur dan pertanggungjawaban. Namun, kepatuhan administratif tersebut
selanjutnya perlu dilihat dari dimensi etis ekonomi syariah, khususnya melalui
prinsip shiddiq dan ‘adl.

2. Penerapan Prinsip Shiddiq dalam Pengelolaan Keuangan
a. Kejujuran dalam Pencatatan dan Pelaporan

Prinsip shiddiq dalam penelitian ini dipahami sebagai nilai kejujuran dan
kebenaran yang harus melekat pada setiap proses pengelolaan keuangan. Dalam
konteks Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, prinsip tersebut dapat dilihat
dari bagaimana informasi keuangan dicatat, disusun, dilaporkan, dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengelola keuangan, proses
pencatatan dan pelaporan dilakukan berdasarkan dokumen transaksi dan bukti
pengeluaran yang tersedia. Setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan
organisasi harus memiliki dasar administrasi yang dapat digunakan sebagai bukti
pertanggungjawaban.

“Setiap transaksi yang dilakukan harus dilengkapi dengan bukti dan dokumen

pendukung. Setelah kegiatan dilaksanakan, dokumen tersebut dikumpulkan dan

diperiksa sebelum dilakukan pencatatan dan penyusunan laporan. Jadi, laporan
yang dibuat harus berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi dan dapat
dipertanggungjawabkan.”
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Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan shiddiq tidak hanya
berkaitan dengan sikap personal pegawai, tetapi juga tercermin dalam mekanisme
administrasi. Ketika pencatatan dilakukan berdasarkan transaksi yang benar dan
didukung bukti yang sah, proses tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga
kebenaran informasi keuangan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut merupakan bentuk
implementasi nilai shiddiq karena informasi yang disampaikan harus sesuai
dengan keadaan sebenarnya. Kejujuran dalam pelaporan menjadi sangat penting
karena kesalahan atau manipulasi informasi keuangan dapat memengaruhi
pengambilan keputusan dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga.

Dengan demikian, shiddiq dalam pengelolaan keuangan dapat dipahami
sebagai integrasi antara kejujuran individu dan sistem administrasi yang
mendukung kebenaran informasi. Artinya, sistem yang baik perlu disertai dengan
integritas pelaksananya.

b. Integritas dalam Penggunaan Anggaran

Penerapan shiddiq juga terlihat dari kesesuaian antara penggunaan anggaran
dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia merupakan
sumber daya publik sehingga penggunaannya harus didasarkan pada kebutuhan
organisasi dan tidak diarahkan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan anggaran dilakukan melalui
mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan. Setiap pengeluaran harus memiliki
dasar kegiatan dan dokumen pendukung. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai
instrumen pengendalian agar penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor
yang telah ditetapkan.

“Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan.
Setiap pengeluaran juga harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung.
Sebelum dilakukan pembayaran, dokumen diperiksa terlebih dahulu untuk
memastikan bahwa pengeluaran tersebut memang berkaitan dengan kegiatan
dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.”

Dari perspektif shiddiq, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa integritas
tidak hanya diwujudkan melalui tidak adanya tindakan manipulatif, tetapi juga
melalui kesediaan pengelola keuangan untuk menggunakan anggaran sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini memperlihatkan bahwa nilai shiddiq memiliki hubungan erat dengan
akuntabilitas. Kejujuran dalam penggunaan anggaran akan menghasilkan
pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri, sedangkan pertanggungjawaban yang
baik membutuhkan informasi yang benar dan dapat dipercaya.

c. Transparansi dan Pertanggungjawaban

Shiddiq juga memiliki keterkaitan dengan keterbukaan dalam memberikan
informasi yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban organisasi. Transparansi
tidak berarti seluruh informasi keuangan harus dibuka tanpa batas, tetapi
informasi yang memang menjadi bagian dari pertanggungjawaban harus
disampaikan sesuai ketentuan dan dapat diverifikasi.

Hasil dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui penyusunan dokumen
administratif dan laporan sesuai mekanisme yang berlaku.
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“Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan
didukung oleh dokumen administrasi berupa laporan pertanggungjawaban
kegiatan, bukti transaksi dan pengeluaran, kuitansi, serta dokumen pendukung
pelaksanaan kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar
dalam pencatatan, pemeriksaan, dan pelaporan penggunaan anggaran sehingga
setiap pengeluaran memiliki bukti administrasi yang dapat ditelusuri dan
dipertanggungjawabkan.”

Praktik tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan
memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi administratif berupa pemenuhan
dokumen dan laporan. Kedua, dimensi etis berupa kesediaan untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara jujur.

Dengan demikian, prinsip shiddiq memperkuat makna transparansi dan
akuntabilitas. Transparansi bukan hanya persoalan menyediakan informasi, tetapi
juga memastikan bahwa informasi tersebut benar, tidak menyesatkan, dan
menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Penerapan Prinsip ‘Adl dalam Pengelolaan Keuangan
a. Keadilan dalam Perencanaan dan Alokasi Anggaran

Prinsip ‘adl berarti keadilan, keseimbangan, dan menempatkan sesuatu
sesuai dengan porsinya. Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip ini dapat
diterapkan melalui perencanaan dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan
serta prioritas organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan anggaran dilakukan dengan
mempertimbangkan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan organisasi.
Pengalokasian anggaran tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individu,
tetapi harus mengacu pada kebutuhan kegiatan dan tujuan organisasi.

“Dalam menyusun perencanaan anggaran, yang menjadi pertimbangan utama
adalah kebutuhan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Jadi anggaran
disusun berdasarkan kegiatan yang memang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas KPU. Setiap kebutuhan juga harus disesuaikan dengan
anggaran yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip ‘adl dapat diwujudkan ketika
keputusan anggaran didasarkan pada pertimbangan objektif dan kebutuhan
organisasi. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu berarti setiap kegiatan
memperoleh anggaran yang sama, tetapi setiap kebutuhan memperoleh alokasi
secara proporsional sesuai tingkat kepentingannya.

Konsep tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menempatkan
keadilan sebagai dasar dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya. Dengan
demikian, pengelolaan anggaran yang proporsional dapat menjadi salah satu
bentuk implementasi ‘adl dalam organisasi publik.

b. Kesesuaian Penggunaan Anggaran dengan Kebutuhan Organisasi

Prinsip ‘adl juga dapat dilihat dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan
kebutuhan organisasi. Anggaran harus digunakan untuk mendukung pencapaian
tujuan kegiatan dan tidak digunakan secara berlebihan maupun menyimpang dari
peruntukannya.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pelaksanaan kegiatan
keuangan dilakukan berdasarkan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
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“Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keuangan diawali
dengan pengecekan kesesuaian kegiatan dengan rencana dan anggaran yang
telah ditetapkan. Peneliti juga menemukan bahwa setiap pengeluaran didukung
oleh dokumen administrasi berupa bukti transaksi, kuitansi, dan dokumen
pelaksanaan kegiatan. Dokumen tersebut diperiksa kelengkapannya sebelum
digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan. Hasil dokumentasi
memperlihatkan adanya keterkaitan antara dokumen kegiatan, bukti
pengeluaran, dan dokumen pertanggungjawaban, sehingga penggunaan
anggaran dapat ditelusuri berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Temuan ini menunjukkan adanya upaya menjaga kesesuaian antara
perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran serta mendukung
penerapan prinsip ‘adl melalui penggunaan sumber daya secara proporsional
sesuai kebutuhan organisasi.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pengelolaan keuangan
dapat diwujudkan melalui penggunaan sumber daya secara proporsional.
Anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan akan menghindarkan
organisasi dari pemborosan sekaligus memastikan bahwa sumber daya tersedia
untuk kegiatan yang benar-benar membutuhkan pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan sumber daya secara
proporsional berkaitan dengan prinsip keadilan sekaligus menghindari tindakan
yang berlebihan. Oleh karena itu, prinsip ‘adl tidak hanya berkaitan dengan
distribusi anggaran, tetapi juga dengan kepatutan dalam penggunaan sumber daya.

c. Objektivitas dalam Pengambilan Keputusan Keuangan

Keadilan dalam pengelolaan keuangan juga berkaitan dengan proses
pengambilan keputusan. Keputusan mengenai penggunaan anggaran harus
didasarkan pada kebutuhan, aturan, dan tujuan organisasi, bukan pada
kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan keterangan informan, proses pengelolaan keuangan melibatkan
beberapa pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

“Dalam pengelolaan keuangan, masing-masing sudah mempunyai tugas dan
kewenangan. Tidak semua proses dilakukan oleh satu orang. Ada pihak yang
menangani perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, ada yang memproses
administrasi keuangan, dan ada juga yang melakukan pemeriksaan serta
memberikan persetujuan sesuai kewenangannya. Jadi, setiap proses harus melalui
tahapan yang sudah ditentukan.”

Pembagian fungsi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk
pengendalian yang mendukung prinsip ‘adl karena keputusan tidak semata-mata
ditentukan oleh satu pihak. Adanya pembagian kewenangan memungkinkan
terjadinya pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses penggunaan anggaran.

Dengan demikian, penerapan ‘adl dalam pengelolaan keuangan tidak hanya
terlihat dari hasil alokasi anggaran, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan
yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Shiddiq dan ‘Adl
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip shiddiq dan ‘adl dapat digunakan
sebagai perspektif etis untuk memahami tata kelola pengelolaan keuangan pada
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Kedua prinsip tersebut memiliki fungsi yang
berbeda tetapi saling melengkapi.
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Shiddiq lebih menekankan dimensi kebenaran dan integritas, sedangkan ‘adl
menekankan dimensi keadilan dan proporsionalitas. Dalam praktik pengelolaan
keuangan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Informasi keuangan harus benar dan
jujur, sementara penggunaan sumber daya harus dilakukan secara adil dan sesuai
kebutuhan.

Dimensi Prinsip Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan
Syariah

Kebenaran Shiddiq Pencatatan dan pelaporan sesuai kondisi

informasi sebenarnya

Kejujuran Shiddiq Tidak melakukan manipulasi informasi dan
dokumen

Integritas Shiddiq Penggunaan anggaran sesuai tujuan

Transparansi Shiddiq Pertanggungjawaban informasi keuangan

Keadilan alokasi | ‘Adl Anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas

Proporsionalitas | ‘Adl Penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan

Objektivitas ‘Adl Keputusan berdasarkan aturan dan kepentingan
organisasi

Kepatutan ‘Adl Pengeluaran sesuai tujuan dan peruntukan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa shiddiq dan ‘adl
memberikan dimensi tambahan terhadap konsep tata kelola keuangan. Tata kelola
tidak hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya prosedur, tetapi juga berdasarkan
kualitas moral dalam pelaksanaannya.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa tata kelola keuangan sektor
publik dapat dianalisis melalui perspektif ekonomi syariah. Shiddiq memberikan
fondasi terhadap kejujuran dan integritas, sedangkan ‘adl memberikan fondasi
terhadap keadilan dalam penggunaan sumber daya. Apabila kedua nilai tersebut
diterapkan secara konsisten, tata kelola keuangan berpotensi menjadi lebih
akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

. Kendala dalam Penerapan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan

Meskipun mekanisme pengelolaan keuangan telah didukung oleh prosedur
administratif, pelaksanaannya tetap berpotensi menghadapi berbagai kendala.
Berdasarkan hasil wawancara, kendala penelitian perlu diidentifikasi berdasarkan
kondisi empiris yang ditemukan di lapangan, seperti perubahan ketentuan,
kompleksitas administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan
koordinasi antarbagian, keterbatasan waktu penyelesaian administrasi, atau kendala
sistem informasi.

“Kendalanya lebih banyak pada administrasi dan kelengkapan dokumen. Setiap

kegiatan harus disiapkan dokumennya dan harus sesuai dengan ketentuan. Kalau

ada perubahan ketentuan, kita juga harus menyesuaikan lagi. Selain itu,
koordinasi dengan bagian lain juga diperlukan supaya dokumen yang dibutuhkan
bisa segera dilengkapi.”

Kendala tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola keuangan tidak hanya

bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya
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manusia dan efektivitas koordinasi internal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas
pegawai, pembagian tugas yang jelas, pengawasan internal, serta pemanfaatan sistem
informasi perlu terus dikembangkan.

Dalam perspektif shiddiq, kendala administrasi tidak boleh menjadi alasan
untuk mengurangi kualitas kejujuran dan kebenaran informasi. Sementara dari
perspektif ‘adl, keterbatasan sumber daya harus dikelola secara proporsional agar
tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian beban kerja maupun
penggunaan anggaran.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan pada
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dapat dipahami melalui dua lapisan. Lapisan
pertama adalah lapisan administratif, yaitu kepatuhan terhadap prosedur perencanaan,
pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lapisan kedua adalah
lapisan etis, yaitu bagaimana seluruh prosedur tersebut dijalankan dengan kejujuran
dan keadilan.

Temuan mengenai shiddiqg menunjukkan bahwa kualitas tata kelola keuangan
sangat dipengaruhi oleh integritas pengelola. Sistem administrasi yang lengkap tidak
akan memberikan hasil optimal apabila pelaksananya tidak memiliki komitmen
terhadap kebenaran dan kejujuran. Oleh sebab itu, shiddiq dapat diposisikan sebagai
nilai internal yang memperkuat mekanisme formal pengelolaan keuangan.

Sementara itu, temuan mengenai ‘adl menunjukkan bahwa tata kelola keuangan
tidak cukup hanya memastikan bahwa anggaran telah dibelanjakan sesuai prosedur.
Pengelolaan keuangan juga perlu mempertimbangkan apakah anggaran telah
dialokasikan dan digunakan secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi.
Dengan demikian, kepatuhan prosedural perlu disertai dengan pertimbangan keadilan
dan kepatutan.

Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan konseptual antara tata kelola
keuangan sektor publik dengan prinsip ekonomi syariah. Transparansi dan akuntabilitas
memperoleh penguatan dari prinsip shiddiq, sedangkan efektivitas dan proporsionalitas
penggunaan sumber daya memperoleh penguatan dari prinsip ‘adl (Moch Dzul Fahmi et
al,, 2023).

Dengan demikian, perspektif ekonomi syariah dalam penelitian ini tidak
dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan pengelolaan keuangan negara, tetapi
menjadi perspektif etis yang melengkapi mekanisme regulatif yang telah berlaku
(Makhrus et al, 2022). Regulasi memberikan standar formal mengenai bagaimana
keuangan harus dikelola, sedangkan shiddiq dan ‘adl memberikan landasan moral
mengenai bagaimana pengelola keuangan seharusnya menjalankan tanggung jawab
tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tata kelola pengelolaan keuangan
Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dapat dianalisis melalui empat komponen
utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Keempat komponen tersebut kemudian dikaji melalui prinsip shiddiq dan ‘adl.

Pada aspek perencanaan, prinsip ‘adl tercermin melalui penyusunan kebutuhan
dan prioritas anggaran secara proporsional, sedangkan shiddiq tercermin melalui
penyampaian kebutuhan anggaran berdasarkan kondisi yang sebenarnya (Rohmayanti
etal, 2021).
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Pada aspek pelaksanaan, shiddiq tercermin melalui penggunaan anggaran sesuai
dengan tujuan kegiatan dan pencatatan transaksi berdasarkan kondisi sebenarnya.
Prinsip ‘adl tercermin melalui penggunaan sumber daya secara proporsional dan sesuai
kebutuhan.

Pada aspek pertanggungjawaban, shiddiq menjadi nilai utama karena laporan
dan dokumen pertanggungjawaban harus disusun secara benar, jujur, dan dapat
diverifikasi. Sementara itu, ‘adl tercermin melalui kesediaan mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran secara objektif dan tidak menutupi informasi yang relevan (Al
Farisi et al., 2024).

Pada aspek pengawasan, kedua prinsip tersebut saling melengkapi. Shiddiq
diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan
informasi yang benar, sedangkan ‘adl diperlukan agar pengawasan dilaksanakan secara
objektif, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan kewenangan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip shiddiq
dan ‘adl dapat memberikan kerangka etis dalam memperkuat tata kelola pengelolaan
keuangan. Shiddiq berfungsi sebagai fondasi integritas dan kebenaran, sedangkan ‘adl
menjadi fondasi keadilan dan proporsionalitas. Integrasi kedua prinsip tersebut dapat
memperkuat orientasi tata kelola keuangan agar tidak berhenti pada kepatuhan
administratif, tetapi juga menghasilkan pengelolaan keuangan yang berintegritas,
bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata
kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran.
Pengelolaan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan
sumber daya keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan organisasi,
serta tujuan penyelenggaraan tugas kelembagaan KPU. Tata kelola keuangan tidak
hanya membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga
membutuhkan integritas dan tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat.

Ditinjau dari prinsip shiddiq, tata kelola pengelolaan keuangan menekankan
pentingnya kejujuran, kebenaran informasi, integritas, dan keterbukaan dalam setiap
tahapan pengelolaan keuangan. Prinsip tersebut tercermin dalam tuntutan agar
pencatatan transaksi, penyusunan dokumen, pelaporan, dan pertanggungjawaban
dilakukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya serta dapat diverifikasi. Shiddiq dengan
demikian menjadi landasan moral yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan
keuangan, karena pertanggungjawaban tidak hanya dipahami sebagai kewajiban
administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis.

Sementara itu, prinsip ‘adl tercermin dalam upaya memastikan bahwa
perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional
berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi. Keadilan dalam konteks pengelolaan
keuangan tidak berarti memberikan alokasi yang sama kepada setiap kegiatan,
melainkan menempatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, fungsi, dan
kepentingannya. Prinsip ‘adl juga menuntut agar pengambilan keputusan keuangan
dilakukan secara objektif serta menghindari kepentingan pribadi dan penyalahgunaan
sumber daya publik.
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Secara keseluruhan, prinsip shiddiq dan ‘adl memberikan perspektif etis yang
melengkapi mekanisme regulatif dalam tata kelola keuangan Sekretariat KPU Kabupaten
Banyuwangi. Shiddiq berfungsi sebagai landasan kejujuran, kebenaran, dan integritas,
sedangkan ‘adl menjadi landasan keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas dalam
penggunaan sumber daya. Integrasi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa tata
kelola keuangan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada
tercapainya kepatuhan administratif, tetapi juga pada terwujudnya pengelolaan
keuangan yang amanah, berintegritas, adil, transparan, dan berorientasi pada
kepentingan publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas kajian
ekonomi syariah ke dalam konteks tata kelola keuangan sektor publik, khususnya pada
lembaga penyelenggara pemilu. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya
penguatan budaya integritas, transparansi, pengawasan internal, serta pengambilan
keputusan yang objektif dalam pengelolaan keuangan. Penerapan nilai shiddiq dan ‘adl
secara konsisten diharapkan dapat menjadi landasan etis dalam meningkatkan kualitas
tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan lebih
banyak satuan kerja KPU Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan adanya
perbandingan praktik tata kelola keuangan antarwilayah. Penelitian berikutnya juga
dapat mengintegrasikan prinsip amanah, tabligh, maslahah, atau prinsip ekonomi
syariah lainnya untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai etika
pengelolaan keuangan sektor publik.
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